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ABSTRAK 

 

  

 IDA SETIAWATI, Jual Beli Hak Atas Tanah yang Dibuat Oleh Camat 
Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dari Akta ke Akta Tanpa 
Pendaftaran (dibimbing oleh Farida Patittingi dan Sri Susyanti Nur) 
 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) implikasi hukum 
terhadap jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Camat/PPATS dari akta ke 
akta tanpa pendaftaran, (2) Perlindungan hukum bagi pihak pembeli terhadap 
akta yang dibuat berdasarkan akta yang belum didaftar. 
  
 Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan 
yuridis empiris. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data 
sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan 
kajian pustaka. 
Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli hak atas tanah yang 
dibuat oleh Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tanpa 
pendaftaran sampai saat ini masih berlangsung dan berimplikasi belum 
terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana tujuan dari 
pendaftaran tanah. Tujuan pembuatan akta tanah untuk mendapatkan 
sertifikat sebagai tujuan akhir. Dengan adanya sertifikat atas tanah berarti 
menjamin hak atas tanah tersebut karena sertifikat sudah dilengkapi dengan 
surat ukur mengenai batas-batas tanah secara pasti sehingga dapat 
menjamin kepastian objeknya. Perlindungan hukum terhadap pembeli dari 
akta yang dibuat oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara 
diselesaikan melalui mediasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan berupa 
pembatalan dan pemberian ganti rugi. 
 
Kata kunci : jual beli hak atas tanah tanpa pendaftaran, perlindungan hukum 
bagi pembeli. 
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ABSTRACT 

 

IDA SETIAWATI, sale and purchase of land made by District Head as 

The Temporary Official of the Makerof Land Deed From Deed to Deed 

Without Registration (supervised by Farida Patittingi and Susyanti Nur) 

The  aim of the research is to find out and explain the legal implications 

of  sale and purchase of land made by District Head as the temporary  Official 

of the maker of land deed From deed  to deed without registration, and to find 

out legal protection for the buyer on the deed made only based on the  deed 

that has not been registered. 

The research  was a juridical empirical study and analyzed by using 

descriptive analysis by focusing primary and secondary data.  

The results of the research reveal that sale and purchase of land made 

by District Head as the temporary official of the maker of land deed from deed 

to deed without registration until now is still going on and having implication in 

which it does not guarantee a certainty and legal protection as the purpose of 

land registration. This is because certificate is the last purpose of land 

registration in which the certificate is equipped with measurement certificate 

regarding certain land boundaries in order to guarantee the legal certainty 

Meanwhile, legal protection on the buyers of deed made by District Head as 

the temporary official of the maker of land is resolved through mediation 

conducted by the district in the form of cancellation of certificate and 

compensation. 

Key words : sale and purchase of land made by District Head as the   
                    temporary official of the maker of land deed, legal protection for 
                    buyer. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sejak dulu tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan 

manusia sehari-hari dan merupakan kebutuhan hidup manusia yang 

mendasar. Manusia hidup dan berkembang biak, serta melakukan 

aktivitas di atas tanah, sehingga setiap manusia berhubungan dengan 

tanah. Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya 

tetapi pada saat meninggal pun manusia membutuhkan tanah guna 

tempat penguburannya. Hal ini memberikan pengertian bahwa pentingnya 

tanah bagi kehidupan di mana manusia selalu berusaha untuk memilik 

dan menguasai tanah. Tanah yang memberikan kehidupan, karena 

disinilah setiap orang bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari, tempat mendirikan rumah untuk menyelenggarakan tata kehidupan 

serta beranak cucu, manusia semakin berkembang, pembangunan terus 

berjalan sedangkan persediaan tanah terbatas dan tanah itu 

melambangkan prestise/strata sosial.   

Seiring perkembangan zaman, cara pandang masyarakat terhadap 

nilai tanah perlahan mulai berubah. Pada awalnya tanah hanya dinilai  
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sebagai faktor aktivitas pertanian saja, tapi saat ini sudah dilihat 

dengan cara pandang yang lebih strategis yaitu aset penting dalam 

sebuah industrialisasi. 

Dalam rangka pembangunan Nasional yang berkesinambungan, 

peranan tanah akan menjadi bertambah penting sehubungan dengan 

terus bertambahnya jumlah penduduk yang semuanya memerlukan tanah 

untuk tempat tinggal. Dengan semakin meningkatnya kegiatan 

pembangunan kebutuhan akan tanah untuk kegiatan usaha maka 

semakin meningkat pula pada kebutuhan akan dukungan berupa jaminan 

kepastian hukum dibidang pertanahan. Dengan meningkatnya kebutuhan 

masyarakat akan tanah, akan mendorong meningkatnya kegiatan jual beli 

tanah sebagai salah satu bentuk proses peralihan hak atas tanah.  

Masyarakat yang menguasai tanah harus diberi kepastian Hukum 

bagi status tanahnya juga untuk melindungi pemegang hak atas tanah 

agar pemilikan tanahnya tidak diganggu oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap tanahnya sehingga menurut Pasal 19 UUPA 

ayat 1 “ Untuk menjamin kepastian Hukum oleh Pemerintah diadakan 

Pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia serta 

ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan seperti yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan 

(untuk selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997). Peraturan Pemerintah 

No. 37 tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan 
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Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 2006 tentang ketentuan 

Pelaksanaan PP No. 37 tahun 1998, “ Pendaftaran tanah meliputi 

pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 6 ayat 2 

mengatur bahwa Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor 

Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan 

Pemerintahan   dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.  

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 2 ayat 1 yang 

mengatur tentang Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT : “ PPAT 

bertugas melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan 

membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu 

mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang 

akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah 

yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu”. 

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur 

bahwa setiap peralihan hak atas tanah harus didaftarkan di Badan 

Pertanahan Nasional (BPN). 
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Pada saat didaftarkannya akta tersebut maka akan memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta akan menciptakan tertib   

administrasi sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya 

sengketa mengenai kepemilikan atas tanah, yaitu terutama terhadap 

pihak ketiga.  

Namun kenyataannya, dari hasil pra penelitian dan wawancara      

langsung penulis dengan pihak Badan Pertanahan Nasional dan  Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dalam hal ini  khusus 

Menangani validasi setiap peralihan juga membenarkan kalau  di 

Kabupaten Gowa banyak  terdapat praktik jual beli hak atas tanah dari 

akta ke akta tanpa pendaftaran dimana peralihan hak atas tanah dari 

pihak penjual ke pihak pembeli tanpa didaftarkan ke BPN. Bahkan, hal itu  

berlangsung hingga peralihan hak tersebut pindah ke pihak ketiga yang 

merupakan pembeli   dari transaksi jual beli yang diadakan selanjutnya. 

Selain itu sudah beberapa kali Pihak Camat sebagai Pejabat Pembuat 

Akta Tanah Sementara (untuk selanjutnya disebut Camat sebagai 

PPATS) mendapat teguran melalui surat untuk tidak melakukan proses 

tersebut tanpa pendaftaran dari Pihak Pertama sebelum beralih ke pihak 

ketiga dan seterusnya  namun tidak diperdulikannya dan pertimbangan 

Pihak BPN  dengan kondisi seperti ini masih mau menerima proses 

konversi/pengakuan hak  dengan alasan bahwa prihatin dengan pihak 

Pembeli yang beritikad baik yang telah mengeluarkan biaya Akta Jual 
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Beli, biaya PPH dan BPHTB sehingga Pihak BPN masih mau memproses 

konversi/pengakuan hak  tersebut sekalipun sudah beralih ke Pihak 

ketiga tanpa pendaftaran sebelumnya dan dari Praktik jual beli tersebut 

banyak dilakukan dengan alasan bahwa adanya niat pembeli untuk 

menjual tanah yang menjadi objek jual beli tersebut dikemudian hari serta 

adanya pemahaman masyarakat bahwa ketika tidak dilakukan 

pendaftaran maka dapat mengefisiensikan biaya, waktu, dan tenaga. 

Padahal ketika peralihan tersebut terus dilakukan tanpa didaftarkan dan 

menelaah akan pentingnya fungsi tanah, maka akan membuka peluang 

terjadinya sengketa atas intervensi pihak pertama yang merupakan 

penjual pertama dari transaksi jual beli hak atas tanah tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Implikasi hukum terhadap pelaksanaan Jual Beli Hak Atas 

Tanah dari akta ke akta yang dibuat oleh Camat sebagai PPATS tanpa 

pendaftaran ? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak pembeli hak atas 

tanah yang hanya dibuat berdasarkan Akta yang belum didaftar 

tersebut ?  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian : 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implikasi hukum 

terhadap pelaksanaan jual beli hak atas tanah dari akta ke akta yang 

dibuat oleh Camat sebagai PPATS tanpa dilanjutkan dengan 

pendaftaran. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pihak pembeli 

terhadap akta yang hanya dibuat berdasarkan akta yang belum 

didaftar tersebut. 

Kegunaan Penelitian : 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan substansi ilmu hukum khususnya 

implikasi hukum terhadap pelaksanaan jual beli hak atas tanah dari 

akta ke akta yang dibuat oleh Camat selaku PPATS tanpa dilanjutkan 

dengan pendaftaran. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembuat 

kebijakan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan jual beli hak atas tanah dari akta ke akta yang dibuat oleh 

Camat selaku PPATS tanpa dilanjutkan dengan pendaftaran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah 

1. Pengertian Pendaftaran Tanah 

Meskipun UUPA mengatur pendaftaran tanah, namun tidak 

memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah. 

Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang 

pendaftaran Tanah, juga tidak memberikan pengertian apa yang 

dimaksud dengan pendaftaran tanah. 

Menurut A.P. Parlindungan, pendaftaran tanah berasal dari kata 

Cadastre (Bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu 

record (rekaman) , menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan (atau 

lain-lain atas hak) terhadap suatu bidang tanah. Lanjut atau tidak 

Pengertian pendaftaran tanah baru dimuat dalam Pasal 1 angka I 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu serangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, 

dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan 

satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 
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haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik 

atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.  

Defenisi pendaftaran tanah dalam peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan 

pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah 

No. 10 Tahun 1961 yang hanya meliputi pengukuran, perpetaan dan 

pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta 

pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat.1 

  Dari pengertian Pendaftaran tanah tersebut diatas diuraikan 

unsur-unsurnya, yaitu : 

1. Adanya serangkaian kegiatan. 

Kata-kata “serangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai 

kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan 

satu dengan yang lain, berturutan menjadi satu kesatuan rangkaian 

yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka 

memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan bagi 

rakyat. 2 

Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan dua macam data yaitu data 

fisik dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, 

batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, 

                                                           
1 Mhd Yamin Lubis dan Abd Rahim Lubis, Hukum pendaftaran tanah, Mandar Maju, Bandung, 2008 hlm. 15. 
2
 Ibid. hlm 18-19. 
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termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian 

bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai 

status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, 

pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang 

membebaninya. 

2. Dilakukan oleh Pemerintah. 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern 

merupakan tugas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi 

kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian 

hukum di bidang pertanahan. 

Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah 

adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota. 

3. Secara terus-menerus, berkesinambungan. 

Kata-kata “terus menerus, berkesinambungan” menunjuk kepada 

pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak aka nada akhirnya. 

Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, 

dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi 

kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. 3 

                                                           
3 Ibid  hl. 73 
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4. Secara teratur. 

Kata “teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatan harus 

berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena 

hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya 

kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum Negara-

negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.4 

5. Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun. 

Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap Hak Milik, Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Tanah 

wakaf, Hak Milik Atas satuan Rumah Susun, Hak Tanggungan, dan 

Tanah Negara.  

6. Pemberian surat tanda bukti hak. 

Kegiatan pendafataran tanah untuk yang pertama kalinya 

menghasilkan surat tanda bukti berupa sertifikat atas bidang-bidang 

tanah yang sudah ada haknya dan sertifikat hak milik atas satuan 

rumah susun. 

7. Hak-hak tertentu yang membebaninya. 

Dalam pendaftaran tanah dapat terjadi objek pendaftaran tanah 

dibebani dengan hak yang lain, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Milik atas satuan rumah 

susun dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan, 

                                                           
4 Ibid  hlm.73. 
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atau Hak Milik atas tanah dibebani Hak Guna Bangunan atau Hak 

Pakai. 

2. Asas-Asas Pendaftaran Tanah 

Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam pendaftaran tanah 

dikenal 2 macam asas, yaitu : 5   

1. Asas Specialiteit 

Artinya pelaksanaan pendaftaran tanah itu diselenggarakan atas 

dasar peraturan perundang-undangan tertentu, yang secara teknis 

menyangkut masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran 

peralihannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pendaftaran 

tanah dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak atas 

tanah, yaitu memberikan data fisik yang jelas mengenai luas, letak, 

dan batas-batas tanah. 

2. Asas Openbaarheid (Asas Publisitas) 

Asas ini memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi 

subjek haknya, apa nama hak atas tanah, serta bagaimana 

terjadinya peralihan dan pembebanannya. Data ini sifatnya terbuka 

untuk umum, artinya setiap orang dapat melihatnya. 

Berdasarkan asas ini, setiap orang berhak mengetahui data yuridis 

tentang subjek hak, nama hak atas tanah, peralihan hak, dan 

                                                           
5 Soedikno Mertokusumo (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo I) Hukum dan Politik Agraria, Karunika-Universitas 
Terbuka, Jakarta, 1988, hlm. 99. 
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pembebanan hak atas tanah yang ada di Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota, termasuk mengajukan keberatan sebelum 

sertifikat diterbitkan, sertifikat pengganti, sertifikat yang hilang atau 

sertifikat yang rusak. 

  Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 

dinyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan 

asas :  

1. Asas Sederhana. 

Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya 

maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-

pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas 

tanah. 

2. Asas aman. 

Asas ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendafataran 

tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga 

hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai 

tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. 

3. Asas terjangkau. 

Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 

memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan 

kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan 
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dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa 

terjangkau oleh pihak yang memerlukan. 

4. Asas Mutakhir. 

Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan 

datanya. 

Asas ini menuntut dipeliharanya data pendafataran tanah secara 

terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang 

tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan 

nyata di lapangan. 

5. Asas Terbuka 

Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau 

memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang 

benar setiap saat di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 

3. Tujuan Pendaftaran Tanah 

Tujuan pendaftaran tanah dimuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah :   

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum  

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah 

susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 
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Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum merupakan tujuan 

utama dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan 

oleh Pasal 19 UUPA. 

                 Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah 

                 Meliputi : 

1. Kepastian status hak yang di daftar. 

Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan 

pasti status hak yang di daftar, misalnya Hak Milik, Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, 

Hak Tanggungan, Hak Milik atas satuan rumah susun atau 

Tanah Wakaf.  

2. Kepastian Subjek hak. 

Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan 

pasti pemegang haknya, apakah perseorangan (Warga Negara 

Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia), 

sekelompok orang secara bersama-sama, atau badan hukum 

(badan hukum privat  atau badan hukum publik). 

3. Kepastian objek hak. 

Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan 

pasti letak tanah, batas-batas tanah, dan ukuran (luas) tanah. 

Letak tanah berada di jalan, Kelurahan/desa, Kecamatan, 

Kabupaten/Kota, dan Provinsi mana, Batas-batas tanah 
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meliputi sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat, berbatasan 

dengan tanah siapa atau tanah apa. Ukuran (luas) tanah dalam 

bentuk meter persegi. 

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan 

hukum dalam pendaftaran tanah, kepada pemegang yang 

bersangkutan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun yang sudah terdaftar. 

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan . 

Program Pemerintah dibidang pertanahan dikenal dengan Catur 

Tertib Pertanahan, yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertib 

Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah, dan Tertib 

Pemeliharaan Tanah dan Kelestarian Lingkungan Hidup. 

Pihak-pihak yang memperoleh manfaat dengan diselenggarakan 

pendaftaran tanah, adalah: 

1. Manfaat bagi pemegang hak. 

a. Memberikan rasa aman. 

b. Dapat mengetahui dengan jelas data fisik dan data 

yuridisnya. 
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c. Memudahkan dalam pelaksanaan peralihan hak. 

d. Harga tanah menjadi lebih tinggi. 

e. Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak 

Tanggungan. 

f. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak 

mudah keliru. 

2. Manfaat bagi Pemerintah 

a. Akan terwujud tertib administrasi pertanahan sebagai 

salah satu program Catur Tertib Pertanahan. 

b. Dapat memperlancar kegiatan Pemerintahan yang 

berkaitan dengan tanah dalam pembangunan. 

c. Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan, 

misalnya sengketa batas-batas tanah, pendudukan 

tanah secara liar. 

3. Manfaat bagi calon pembeli atau kreditor. 

Bagi calon pembeli atau calon kreditor dapat dengan mudah 

memperoleh keterangan yang jelas mengenai data fisik dan 

data yuridis tanah yang akan menjadi objek perbuatan 

hukum mengenai tanah. 

Tujuan diundangkan UUPA sebagaimana yang dimuat dalam 

Penjelasan umum,  yaitu : 
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1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, 

yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, 

kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat 

tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur ; 

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 

kesederhanaan hukum pertanahan ; 

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum 

mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

Pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah 

           Bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan 

           diundangkan UUPA dapat terwujud melalui dua upaya yaitu : 

1. Tersedianya perangkat hukum yang tertulis lengkap dan jelas yang di 

laksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-

ketentuannya. 

2. Penyelenggaraan pendaftaran Tanah yang memungkinkan bagi 

pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas 

tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti 

calon Pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang 

diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang 

akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan 

kebijaksanaan pertanahan. 
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Ketentuan tentang kewajiban bagi Pemerintah untuk 

menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia diatur dalam pasal 19 UUPA yaitu : 

B. TINJAUAN UMUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH 

1. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat 

Jual beli tanah sebagai suatu lembaga hukum, tidak secara 

tegas dan terperinci diatur dalam UUPA. Bahkan, sampai sekarang 

belum ada peraturan yang mengatur khusus mengenai pelaksanaan 

jual beli tanah. 

Dalam Pasal 5 UUPA terdapat pernyataan bahwa Hukum 

Tanah Nasional kita adalah Hukum Adat, berarti kita menggunakan 

konsepsi, asas-asas, lembaga hukum dan sistem Hukum Adat. 

Hukum Adat yang dimaksud tentunya Hukum Adat yang telah di-

saneer yang dihilangkan cacat-cacatnya/disempurnakan. Jadi, 

pengertian jual beli tanah menurut Hukum Tanah Nasional kita adalah 

pengertian jual beli tanah menurut Hukum Adat. 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sumber-sumber Hukum 

Tanah Nasional kita berupa norma-norma hukum yang berbentuk 

tertulis dan tidak tertulis, sumber-sumber hukum yang tertulis berupa 

Undang-Undang Dasar 1945, UUPA, Peraturan-peraturan 

Pelaksanaan UUPA dan peraturan-peraturan lama yang masih 

berlaku. Adapun sumber-sumber hukum yang tidak tertulis adalah 
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norma-norma Hukum Adat yang di-saneer dan hukum kebiasaan baru 

termasuk yurisprudensi.6 

Dengan demikian ada dua fungsi atau peranan dari Hukum 

Adat, yaitu sebagai sumber utama Pembangunan Hukum Tanah 

Nasional dan sebagai pelengkap dari ketentuan-ketentuan Hukum 

Tanah yang belum ada peraturannya agar tidak terjadi kekosongan 

hukum karena hukumnya belum diatur sehingga kegiatan masyarakat 

yang berhubungan dengan Hukum Tanah tidak terhambat karenanya. 

 Menurut hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan 

pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang 

berarti pemindahan hak tersebut harus dilakukan dihadapan kepala 

adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan 

dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan 

tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan 

pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara 

serentak. Oleh karena itu, maka tunai mungkin berarti harga harga 

tanah dibayar secara kontan, atau baru dibayar sebagian. Dalam hal 

pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut 

atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum 

utang piutang.7  

                                                           
6 Boedi Harsono (a), Hukum Agraria: Sejarah pembentukan Isi dan pelaksanaannya, Jakarta Djambatan, 1997, hlm. 235 
7 Soerjono Sokanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm. 211 
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    Menurut Mr. B. TER HAAR  Bzn Perjanjian Tanah dihadapan 

penghulu rakyat itu dalam kebanyakan lingkungan hukum di 

Nusantara sini sering sekali-malahan adakalanya selalu ditulis dalam 

surat (akte). Surat akte itu di mana-mana menampakkan pelik-pelik 

yang sama, ia dapat disimpulkan menjadi tokoh yang tetap dan 

memuat pernyataan segi satu dari orang yang menyerahkan tanahnya  

saya yang bertanda tangan ini menyatakan menjual tanah pertanian 

saya, nama begini, batas-batasnya begitu; yang menerima 

penyerahan tanah ialah si fulan dan si Anu, dengan harga sekian, 

jumlah mana sudah saya terima penuh dengan baik; Perjanjian kita 

ialah;  tanah buat selama-lamanya tetap milik si penerima 

penyerahan, atau, tanah dapat saya tebus kembali dengan harga 

sejumlah uang yang sama, atau tanah akan dikembalikan kepada 

saya sesudah sekian tahun.8 

Dalam hukum adat, jual beli tanah dimasukkan dalam hukum 

benda, khususnya hukum benda tetap atau hukum tanah, tidak dalam 

hukum perikatan khususnya hukum perjanjian, hal ini karena9 

1. Jual beli tanah menurut Hukum Adat bukan merupakan suatu 

perjanjian, sehingga tidak mewajibkan para pihak untuk 

melaksanakan jual beli tersebut. 

                                                           
8
  Mr. B. Ter Haar Bzn, Asas-asas dan susunan Hukum Adat, Terjemahan K, Ng Soebekti Poesponoto 

9 ibid 
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2. Jual beli tanah menurut Hukum Adat tidak menimbulkan hak dan 

kewajiban, yang ada hanya pemindahan hak dan kewajiban atas 

tanah, jadi apabila pembeli baru membayar harga tanah sebagian 

dan tidak membayar sisanya maka penjual tidak dapat menuntut 

atas dasar terjadinya jual beli tanah tersebut. 

Ciri-ciri yang menandai dari jual beli tersebut antara lain, jual 

beli tersebut serentak selesai dengan tercapainya persetujuan 

atau persesuaian kehendak (consensus) yang di ikuti dengan 

ikrar/pembuatan kontrak jual beli dihadapan Kepala 

Persekutuan hukum yang berwenang, dibuktikan dengan 

pembayaran harga tanah oleh pembeli dan disambut dengan 

kesediaan penjual untuk memindahkan hak miliknya kepada 

pembeli. Dengan terjadinya jual beli tersebut, hak milik atas 

tanah telah berpindah, meskipun formalitas balik nama belum 

terselesaikan. Kemudian cirri yang kedua adalah sifatnya yang 

terang, berarti tidak gelap. Sifat ini ditandai dengan peranan 

dari Kepala Persekutuan, yaitu menanggung bahwa perbuatan 

itu sudah cukup tertib dan cukup sah menurut hukumnya. 

Adanya tanggungan dari Kepala Persekutuan tersebut 

menjadikan perbuatan tersebut terangkat menjadi suatu 

perbuatan yang mengarah pada ketertiban hukum umum 
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sehingga menjadikannya di dalam lalu lintas hukum yang bebas 

dan terjamin. 

 Adapun prosedur jual beli tanah itu di awali kata sepakat 

antara calon penjual dengan calon pembeli mengenai objek jual 

belinya yaitu tanah hak milik yang akan dijual dan harganya. Hal 

ini dilakukan dengan musyawarah diantara mereka sendiri. 

Setelah mereka sepakat akan harga dari tanah itu, biasanya 

sebagai tanda jadi, di ikuti dengan pemberian panjer. 

Pemberian panjer tidak diartikan sebagai harus dilaksanakan 

jual beli itu. Dengan demikian panjer disini fungsinya adalah 

hanya sebagai tanda jadi akan dilaksanakannya jual beli. 

Dengan adanya panjer, para pihak akan merasa mempunyai 

ikatan moral untuk melaksanakan jual beli tersebut. Apabila 

telah ada panjer, maka akan timbul hak ingkar. Bila yang ingkar 

si pemberi, panjer menjadi milik penerima panjer. Sebaliknya 

bila keingkaran tersebut ada pada pihak penerima panjer, 

panjer harus dikembalikan kepada pemberi panjer. Jika para 

pihak tidak menggunakan hak ingkar tersebut, dapatlah 

diselenggarakan pelaksanaan jual beli tanahnya, dengan calon 

penjual dan calon pembeli menghadap Kepala Desa (Adat) 

untuk menyatakan maksud mereka itu. Inilah yang dimaksud 

dengan terang. Kemudian oleh Penjual dibuat suatu akta 
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bermeterai yang menyatakan bahwa benar ia telah 

menyerahkan tanah miliknya untuk selama-lamanya kepada 

pembeli dan bahwa benar ia telah menerima harga secara 

penuh. Akta tersebut turut ditandatangani oleh Pembeli dan 

Kepala Desa (Adat). Dengan telah ditandatanganinya akta 

tersebut, maka perbuatan jual beli itu selesai. Pembeli kini 

menjadi pemegang hak atas tanahnya yang baru dan sebagai 

tanda buktinya adalah surat jual beli tersebut.  

2. Jual Beli Tanah Menurut UUPA  

Dalam UUPA istilah jual beli hanya disebutkan dalam Pasal 26 

yaitu yang menyangkut jual beli hak milik atas tanah. Dalam 

Pasal-pasal lainnya tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, 

tetapi disebutkan sebagai dialihkan. Pengertian dialihkan 

menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk 

memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual 

beli, hibah, tukar menukar, dan hibah wasiat. Jadi, meskipun 

dalam pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah 

satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah 

karena jual beli.  

Apa yang dimaksud jual beli itu sendiri oleh UUPA tidak 

diterangkan secara jelas, akan tetapi mengingat dalam Pasal 5 

UUPA disebutkan bahwa Hukum Tanah Nasional kita adalah 
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Hukum Adat, berarti kita menggunakan konsepsi, asas-asas, 

lembaga hukum, dan sistem Hukum Adat. Maka pengertian jual 

beli tanah menurut Hukum Tanah Nasional adalah pengertian 

jual beli tanah  menurut Hukum Adat. Hukum Adat yang 

dimaksud menurut Pasal 5 UUPA tersebut adalah Hukum Adat 

yang telah di-saneer yang dihilangkan dari cacat-

cacatnya/Hukum Adat yang telah disempurnakan/Hukum Adat 

yang telah dihilangkan sifat kedaerahannya dan diberi sifat 

nasional. 

 Pengertian jual beli tanah menurut Hukum Adat 

merupakan perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya tunai, riil 

dan terang. Sifat tunai berarti bahwa penyerahan hak dan 

pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama. Sifat riil 

berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut 

saja belumlah terjadi jual beli, hal ini dikuatkan dalam Putusan 

MA No. 271/K/Sip/1956 dan No.840/K/Sip/1971. Jual beli 

dianggap telah terjadi dengan penulisan kontrak jual beli di 

muka Kepala Kampung serta penerimaan harga oleh Penjual, 

meskipun tanah yang bersangkutan masih berada dalam 

penguasaan penjual.10 Sifat terang dipenuhi pada umumnya 

                                                           
10 Boedi Harsono, (d) “Perkembangan Hukum Tanah  Adat Melalui Yurisprudensi”, (ceramah disampaikan pada symposium 
Undang-Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat Dewasa ini, Banjarmasin, 7 Oktober 1977), hlm. 50. 
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pada saat dilakukannya jual beli itu disaksikan oleh Kepala 

Desa, karena Kepala Desa dianggap orang yang mengetahui 

hukum dan kehadiran Kepala Desa mewakili warga masyarakat 

desa tersebut. Sekarang sifat terang berarti jual beli itu 

dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku. 

 Sejak berlakunya PP No. 10 Tahun 1961 tentang   

pendaftaran  Tanah,  jual beli dilakukan oleh para pihak di                      

hadapan PPAT yang bertugas membuat aktanya. Dengan                      

dilakukannya jual beli dihadapan PPAT, dipenuhi syarat terang  

                      (bukan  perbuatan  hukum yang gelap, yang  dilakukan  Secara  
 
                      sembunyi- sembunyi)   Akta jual beli yang ditanda tangani  para 
 
                       pihak  membuktikan  telah  terjadi pemindahan hak dari penjual  
 
                       kepada  pembelinya   dengan  disertai  pembayaran  harganya,  
 
                       telah memenuhi syarat  tunai dan  menunjukkan bahwa  secara  
 
                       nyata  atau riil  perbuatan hukum  jual beli  yang  bersangkutan  
 

telah  dilaksanakan.  Akta tersebut  membuktikan  bahwa  benar  
 

telah   dilakukan   perbuatan   hukum   pemindahan   hak  untuk  
 
selama- lamanya dan pembayaran harganya. Karena perbuatan 
 
 hukum   yang    dilakukan   merupakan     perbuatan       hukum  

 
 pemindahan hak ,  maka  akta  tersebut  membuktikan    bahwa  
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penerima hak (pembeli) sudah menjadi pemegang haknya yang   
 
baru.  Akan tetapi hal itu baru diketahui oleh para pihak dan ahli 
 

                     warisnya,  karenanya  juga  baru mengikat  para  pihak  dan  ahli  
 
                     warisnya karena administrasi PPATsifatnya tertutup bagi  
 
                     umum. 
 

3. Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli 

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam jual beli 

hak atas tanah diperlukan adanya syarat formal bagi penjual atau 

pemilik hak atas tanah. Syarat formil terhadap objek jual beli hak 

atas tanah berupa bukti kepemilikan tanah yang terkait dengan hak 

atas tanah, dan juga terkait dengan prosedur peralihan hak atas 

tanah tersebut. Prosedur jual beli hak atas tanah telah ditetapkan 

menurut ketentuan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang diubah dengan 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

Menurut ketentuan tersebut, jual beli tanah harus dibuktikan 

dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah atau PPAT. Untuk menjamin kepastian hukum 

dan ketertiban hukum dalam jual beli tanah, proses jual beli tanah 

hanya dapat dilakukan di atas tanah yang dimiliki berdasarkan hak-
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hak atas tanah, artinya obyek tanah yang disyahkan dengan bukti 

kepemilikan hak atas tanah. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa penjual adalah sebagai orang atau pihak yang berhak dan 

sah menurut hukum untuk menjual. 

 Proses jual beli hak atas tanah yang telah didaftarkan atau 

telah bersertifikat memiliki resiko hukum yang rendah, karena hak 

kepemilikan dan subjek hukum penjual telah jelas dan terang, 

namun demikian bagi tanah yang belum didaftarkan hak 

kepemilikannya atau belum bersertifikat, memiliki resiko hukum dan 

kerawanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu terhadap jual beli hak 

atas tanah yang belum didaftarkan atau belum bersertifikat lebih 

menekankan kepada kejelian dan kehati-hatian, agar jelas dan 

tentang penjual adalah sebagai pihak yang sah dan berhak menjual. 

Hal ini dapat dicermati dari persyaratan-persyaratan formil yang 

melekat sebagai alas hak. Disisi lain mekanisme dan prosedur jual 

beli tanah juga berbeda dengan hak atas tanah yang telah 

didaftarkan atau yang memiliki sertifikat.11 

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang 

fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu 

ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk 

penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan 

                                                           
11 Andi Hartanto, Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat, Yogyakarta, LaksBang Mediatama, 2012, hlm. 53-54 
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memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia 

menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.12 

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi 

yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan 

hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat 

ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945  (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang 

dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan 

jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus 

mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang 

berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari 

ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan 

hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. 

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dapat 

dibedakan atas   2 (dua) macam, yaitu : 

1. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan 

untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk 

mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau 

batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 

                                                           
12

 Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi, Bandung;    PT. Remaja Rosda Karya, 1994, hal. 64. 
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2. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir 

berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang 

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu 

pelanggaran.  

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum      

adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada  

masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap 

masyarakat tersebut         harus   diwujudkan  dalam  bentuk adanya  

kepastian   hukum.13 

4. Objek dan Syarat-syarat Jual Beli Hak Atas Tanah  

1. Syarat materiil 
 
Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli  

tanah tersebut, antara lain sebagai berikut.  

           a.  Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan.  
 
Maksudnya adalah pembeli sebagai penerima hak harus 

Memenuhi syarat untuk tanah yang akan dibelinya. Untuk  

menentukan berhak atau tidaknya si pembeli memperoleh 

hak atas  tanah yang dibelinya, tergantung hak apa yang ada 

pada tanah tersebut, apakah hak milik, hak guna bangunan 

                                                           
13 Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an, Disertasi, Bandung : Program Doktor Ilmu Hukum 

Universitas Katholik Parahyangan, 2004, hal. 112. 
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atau hak pakai. Menurut UUPA, yang dapat mempunyai hak 

milik atas tanah hanya warga Negara Indonesia tunggal dan 

badan-badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 

21 UUPA). 

  b. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan. 

                          Yang berhak menjual suatu bidang tanah tentu saja  si 

pemegang  yang sah dari hak atas tanah tersebut yang di                          

sebut pemilik. Kalau pemilik sebidang tanah hanya  satu  

orang, maka ia berhak untuk menjual sendiri tanah itu. Akan 

tetapi, bila pemilik tanah adalah dua orang maka yang berhak 

menjual tanah itu adalah kedua orang itu bersama-sama. 

Tidak boleh seorang saja bertindak sebagai penjual.14 

                       c. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjual belikan dan 

tidak sedang dalam sengketa. 

                           Mengenai tanah-tanah hak apa yang boleh diperjualbelikan 

telah ditentukan dalam UUPA, yaitu hak milik (pasal 20) hak 

guna usaha (pasal 28), hak guna bangunan (pasal 35), hak 

pakai (pasal 41). Jika salah satu syarat materiil ini tidak 

dipenuhi, dalam arti penjual bukan merupakan orang yang 

berhak atas tanah yang dijualnya atau pembeli tidak 

memenuhi syarat untuk menjadi pemilik hak atas tanah atau 

                                                           
14

 Effendi Perangin, Praktik Jual Beli Tanah, (Jakarta: Raja Gratindo Persada, 1994), hlm. 2. 
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tanah, yang diperjual belikan sedang dalam sengketa atau 

merupakan tanah yang tidak boleh diperjual beilkan, maka 

jual tanah tersebut adalah tidak sah. Jual beli tanah yang 

dilakukan oleh yang tidak berhak adalah batal demi hukum. 

Artinya, sejak semula hukum menganggap tidak pernah 

terjadi jual beli.15 

2. Syarat Formal 

Setelah semua persyaratan materiil dipenuhi maka PPAT 

(Pejabat Pembuat Akta Tanah) akan membuat akta jual 

belinya. Akta Jual beli menurut pasal 37 PP 24/1997 harus 

dibuat oleh PPAT, Jual beli yang dilakukan tanpa dihadapan 

PPAT tetap sah karena UUPA berlandaskan pada hukum 

adat (pasal 5 UUPA), sedangkan dalam hukum Adat system 

yang dipakai adalah system yang konkret/kontan/nyata/riil. 

Kendatipun demikian untuk mewujudkan adanya suatu 

kepastian hukum dalam setiap peralihan hak atas tanah, PP 

no. 24 Tahun 1997 sebagai peraturan pelaksana dari dari 

UUPA telah menentukan bahwa setiap perjanjian yang 

bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan 

dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.16 

                                                           
15 Ibid 
16 Bachtiar Effendi, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah, (Bandung: Alumni, 1993), hlm 23. Lihat pula footnote 70 dan 74 
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                             Sebelum akta jual beli dibuat PPAT, maka disyaratkan 

bagi para pihak untuk menyerahkan surat-surat yang 

diperlukan kepada PPAT, yaitu  

1. Jika tanahnya sudah bersertifikat : sertifikat tanahnya yang 

asli dan tanda bukti pembayaran biaya pendaftarannya. 

2. Jika tanahnya belum bersertfikat : surat keterangan bahwa 

tanah tersebut belum bersertfikat, surat-surat tanah yang ada 

yang memerlukan penguatan oleh Kepala Desa dan Camat, 

dilengkapi dengan surat-surat yang membuktikan identitas 

penjual dan pembelinya yang diperlukan untuk 

persertifikatantanahnya setelah selesai dilakukan jual beli. 

 Mengenai fungsi akta PPAT dalam jual beli, Mahkamah 

Agung dalam Putusannya No. 1363/K/Sip/1997 berpendapat 

bahwa Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 secara jelas 

menetukan bahwa akta PPAT hanyalah suatu alat bukti dan 

tidak menyebut bahwa akta itu adalah syarat mutlak tentang 

sah tidaknya suatu jual beli tanah. Menurut Boedi Harsono, 

akta PPAT berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai 

benar sudah dilakukannya jual beli. Jual beli tersebut masih 

dapat dibuktikan dengan alat pembuktian yang lain. Akan 

tetapi dalam sistem pendaftaran tanah menurut PP No. 10 

1961 (yang sekarang sudah disempurnakan dengan PP 24 
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tahun 1997), pendaftaran jual beli itu hanya dapat (boleh) 

dilakukan dengan akta PPAT sebagai buktinya. Orang yang 

melakukan jual beli tanpa dibuktikan dengan akta PPAT tidak 

akan dapat memperoleh sertifikat, biarpun jual belinya sah 

menurut hukum.17  

 Dalam Yurisprudensi MA No. 123/K/Sip/1971, 

pendaftaran tanah hanyalah perbuatan administrasi belaka, 

artinya bahwa pendaftaran bukan merupakan syarat bagi 

sahnya atau menentukan saat berpindahnya hak atas tanah 

dalam jual beli. Menurut ketentuan UUPA, pendafataran 

merupakan pembuktian yang kuat mengenai sahnya jual beli 

yang dilakukan terutama dalam hubungannya dengan pihak 

ketiga yang beritikad baik. Administrasi pendaftaran bersifat 

terbuka sehingga setiap orang dianggap mengetahuinya.18 

   Pasal 19 UUPA mengatur mengenai pendaftaran tanah. 

Dan sebagai pelaksanaan dari pasal19 UUPA mengenai 

pendafataran tanah itu dikeluarkanlah Pertauran Pemerintah 

No. 24 Tahun 1997 tentang Pendafataran Tanah. Menurut 

Pasal 9 PP No. 25 Tahun 1997 disebutkan bahwa objek 

Pendaftaran Tanah adalah bidang-bidang yang dipunyai 

                                                           
17 Op. Cit., Boedi Harsono, hlm 52. 
18 Op. Cit., Boedi Harsono, hlm. 53. 
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dengan hak Milik, HGU, HGB, hak pakai, tanah hak 

pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah 

susun, hak tanggungan, dan tanah Negara. Didaftar 

maksudnya dibukukan dan diterbitkan tanda bukti haknya. 

Tanda bukti hak itu disebut sertifikat tanah yang terdiri atas 

salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu 

dalam satu sampul. Sertifikat itu merupakan alat pembuktian 

yang kuat, maksudnya bahwa keterangan-keterangan yang 

tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan 

harus diterima sebagai keterangan yang benar, selama dan 

sepanjang tidak ada alat pembuktian  lain yang membuktikan 

sebaliknya. Hal ini sesuai dengan kekuatan sertfikat sebagai 

alat bukti sebagaiamana penjelasan Pasal 32 ayat (1) PP No. 

24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa sertfikat 

merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat 

dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang 

tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang 

benar, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai 

dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang 

bersangkutan. 
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   Di Indonesia, system registration of deeds pernah 

berlaku sebelum berlakunya UUPA, yakni pernah diatur 

dalam overschrijvingsordonnantie 1834. Dengan registration 

of deeds  dimaksudkan   bahwa yang didaftarkan adalah akta  

                            yang memuat perbuatan hukum yang melahirkan hak atas 

tanah Namun setelah berlakunya UUPA, system pendaftaran 

tanah registration of deeds tidak berlaku lagi.  

  Sistem pendaftaran tanah ini menyulitkan dan 

memerlukan waktu yang lama, manakala seseorang mencari 

keautentikan akta yang sah untuk memperoleh hak milik atas 

tanah. Untuk keperluan tersebut, Robert Richard Torrens 

menciptakan suatu system pendafataran tanah yang disebut 

Registration of Title (Torrens System) . Dalam system 

registration of title ini, setiap penciptaan hak baru, peralihan 

hak termasuk pembebanannya harus dapat dibuktikan 

dengan akta. Akan tetapi akta tersebut tidaklah didaftar, 

melainkan haknya yang dilahirkan dari akta tersebut yang 

didaftar. Dengan demikian akta hanyalah dipergunakan 

sebagai sumber data untuk memperoleh kejelasan mengenai 

terjadinya suatu hak atau peralihan hak. Setiap orang yang 

memerlukan data yuridis yang lengkap atas suatu hak atas 

tanah tidak perlu lagi mempelajari seluruh akta tanah yang 
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berhubungan dengan hak atas tanah tersebut, melainkan 

cukup jika dipelajari urutan pemberian hak atau perubahan 

pemegang hak yang dicatat dalam register yang disediakan 

untuk itu.Register tersebut dalam system yang dianut UUPA 

dilaksanakan lebih lanjut dalam PP No. 24 Tahun 1997 

tentang Pendafataran Tanah disebut Buku Tanah.19 

 Demikian juga pendapat Maria Sumardjono, UUPA 

menganut system registration of title (pendaftaran hak). 

Dalam hal ini jula beli hak milik atas tanah didasarkan pada 

hukum adat, dimana jual beli bersifat tunai, maka saat 

beralihnya hak kepada pembeli adalah pada saat jual beli 

dilakukan dihadapan PPAT. 20 Namun demikian untuk 

mengikat pihak ketiga termasuk pemerintah setelah dilakukan 

jual beli dihadapan PPAT, harus dilakukan pendaftaran 

terlebih dahulu. 

  Sebagaimana telah diuraikan diatas, akta dibuat sebagai 

tanda bukti. Fungsinya adalah untuk memastikan suatu 

peristiwa hukum dengan tujuan menghindarkan sengketa. 

Oleh karena itu, PPAT harus melakukan perbuatan hukum 

jual beli sedemikian rupa, sehingga apa yang ingin dibuktikan 

                                                           
19 Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, Hak Tanggungan, Edisi pertama, Cetakan I, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Hlm. 168-
170. 
20  Maria S.W. Sumardjono dan Martin Samosir, Hukum Peetanahan dalam berbagai aspek 2000, Medan : Bima Media. hlm. 56 
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itu diketahui dengan mudah dari akta yang dibuat. Oleh 

Karena itu harus dihindari, jangan sampai akta memuat 

rumusan-rumusan yang dapat menimbulkan sengketa karena 

tidak lengkap dan tidak jelas. Oleh karena akta PPAT 

merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan 

pembuktian mutlak, mengenai hal-hal atau peristiwa yang 

disebut dalam akta, maka yang dibuktikan adalah 

peristiwanya. Disamping itu, akta jual beli harus dibuat 

dengan menggunakan formulir yang ditentukan.21  

         Dalam hukum pertanahan, transaksi jual beli tanah dapat 

                         Dilaksanakan oleh PPAT, Camat juga dapat ditunjuk sebagai  

PPAT sementara oleh Kepala BPN. Hal ini perlu mendapat 

perhatian secara serius, dalam rangka melayani masyarakat 

dalam pembuatan akta jual beli PPAT di daerah yang belum 

cukup terdapat PPAT.22 Selain itu karena fungsinya dibidang 

pendaftaran tanah sangat penting bagi masyarakat yang 

memerlukan, maka fungsi tersebut harus di laksanakan 

diseluruh wilayah Negara. Oleh karena itu, di wilyah yang 

belum cukup terdapat PPAT, camat perlu ditunjuk sebagai 

PPAT sementara. Yang dimaksud dengan daerah yang 

                                                           
21 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1989 tanggal 11 September 1989, tentang penyempurnaan 
Bentuk Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
22 Pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan  Jabatan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52). 
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belum cukup terdapat PPAT adalah daerah yang jumlah 

PPAT-nya belum memenuhi jumlah formasi yang ditetapkan 

Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut dalam 

Pasal 14 PP No. 37 Tahun 1998. Didaerah yang sudah cukup 

terdapat PPAT dan merupakan daerah tertutup untuk 

pengangkatan PPAT baru, camat baru tidak lagi ditunjuk 

sebagai PPAT sementara.23 

 Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil, kepala 

Badan Pertanahan Nasional dapat menunjuk PPAT 

sementara. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan 

pelayanan pada rakyat di daerah terpencil24 yang tidak ada 

PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum peralihan hak 

atas tanah. Mereka yang ditunjuk sebagai PPAT sementara 

adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah 

yang bersangkutan, yaitu kepala Desa.25 

 Keunikan dari PPAT sementara dan PPAT khusus 

adalah pada jabatan induk instansi pemerintah yang 

dipegangnya, yang jika pejabat yang bersangkutan 

dimutasikan atau diganti oleh orang lain sehingga tidak lagi 

                                                           
23 Penjelasan Pasal  5 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Lihat Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
24 Penjelasan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah  Nomor 37 Tahun 1998. 
25 Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 
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menjabat sebagai Kepala Desa, Camat, Kepala Kantor 

Pendaftaran Tanah, maka secara otomatis tidak berwenang 

membuat akta PPAT sejak tanggal Keputusan Pemindahan 

atau pengganti pejabat yang bersangkutan.26 

 Akta jual beli tanah merupakan suatu hal yang sangat 

penting yang berfungsi untuk terjadinya suatu pemindahan 

hak milik atas tanah dan terjadinya kepemilikan tanah. 27 

Agar transaksi jual beli bisa dipertanggungjawabkan, maka 

keberadaan saksi juga mutlak penting, karena apa bila salah 

satu dari pihak penjual dan pembeli ingkar dan menjadi 

sengketa, maka kedua saksi inilah yang akan menjelaskan 

kepada hakim bahwa mereka benar-benar telah melakukan 

jual beli tanah.  

 Untuk mendukung perbuatan hukum pendaftaran tanah, 

keabsahan akta jual beli tanah tergantung pada ketaatan 

PPAT menjalankan kewenangan jabatannya, yaitu : 

1. Sertifikat yang menjadi objek perjanjian jual beli tanah 

tidak sedang dijadikan agunan bank, sengketa, atau, dan 

dalam sitaan. 

                                                           
26 Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999. 
27 Harun Al-Rasyid, sekilas tentang jual beli Tanah, cetakan I, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 64 
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2. Sertifikat tanah yang menjadi objek perjanjian jual beli 

masih dalam permohonan hak di Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota. 

3. Sertifikat tanah atas nama orang lain. 

4. Pembeli belum cukup umur 

5. Calon pembeli yang ingin membeli tanah (khusus untuk 

tanah sawah) tidak berdomisili di wilayah tempat tanah itu 

berada.  

6. Para pihak atau salah satunya belum cukup umur untuk 

melakukan jual beli.28  

7. Hak atas tanah berada dalam keadaan sengketa. 

8. Hak atas tanah dalam sitaan Pengadilan Negeri 

(Conservatoir beslag), atau sudah diserahkan kepada 

Panitia Urusan Piuatang Negara dan belum disita oleh 

PUPN. 

9. Bukan Badan Hukum yang berdasarkan PP No. 38 Tahun 

1963 diperkenankan memiliki tanah dengan hak milik. 

10. Bidang tanah terletak di luar Wilayah kerja PPAT. 

11. Calon Pembeli tanah adalah orang asing. 

12. Tanah wakaf dan tanah yang sedang digadaikan. 29 

                                                           
28 Kartini Soedjendro, Perjanjian peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik (Tafsir Sosial Hukum Pejabat Pembuat Akta 
Tanah-Notaris Ketika Menghadapi Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik), cetakan Kelima, (Yogyakarta: 
Kanisius, 2001), hlm. 115-129. Lihat Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Lihat juga op. cit., Ali Achmad 
Chomzah, 2004, hlm. 82-83. 
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Selain itu dalam membuat akta jual beli, PPAT harus 

memperhatikan beberapa hal, yang juga merupakan 

kewenangannya yaitu 30 : 

1. Kedudukan atau status Penjual adalah pihak yang 

berhak menjual tanah 

Bila dalam hak milik atas tanah terdapat lebih dari 1 

pemilik, maka yang berhak menjual adalah mereka yang 

memiliki tanah itu bersama-sama, dan dilarang dijual 

oleh satu orang saja. 

2. Penjual adalah pihak yang berwenang menjual 

Untuk dapat bertindak sebagai penjual harus dipenuhi 

syarat tertentu, yakni usia harus dewasa menurut 

undang-undang, artinya cakap untuk melakukan hukum 

perbuatan jual beli tanah, misalnya:                                   

d. Anak berumur 12 tahun tidak berwenang melakukan jual 

                                beli, walaupun ia  yang berhak atas  tanah  itu.  Jual beli 

                                terlaksana  kalau yang  bertindak  adalah ayah dari anak 

                                itu sebagai orang yang melakukan kekuasaan orang tua. 

e. Sebidang tanah dalam sertifikat atas nama isterinya, 

sedangkan tanah itu adalah harta bersama dengan 

                                                                                                                                                                      
29 Y.W. Sunindhia dan Ninik Widayanti, Pembaruan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran), cetakan pertama, (Jakarta: Bina 
Aksara, 1988), hlm. 121-123. 
30 Effendi Perangin, Praktik Jual Beli Tanah, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm 2-7. 
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suaminya, maka isteri tidak berwenang menjual sendiri 

tanah, melainkan bersama-sama suaminya, atau 

suaminya member persetujuan tertulis kepada isteri. 

Demikian juga,  bila isteri yang harus memberi 

persetujuan kepada suami kalau suatu tanah sebagai 

harta bersama tertulis atas nama suami. 31 

f. Kalau tanah tercatat atas nama, misalnya X, tetapi ia 

tunduk pada KUHPerdata dan sedang berada di bawah 

pengampuan, maka yang berwenang menjual tanah itu 

adalah pengampu si X, tetapi harus ada izin dari Ketua 

Pengadilan Negeri. 

3. Pembeli adalah Pihak yang diperkenankan membeli 

tanah 

 Untuk dapat membeli tanah dengan status hak 

milik, maka tidak semua pembeli dapat membeli tanah 

dengan status hak milik, seperti perusahaan terbatas, 

Perseroankomanditer tidak boleh membeli/memilikinya,32  

juga WNA33. 

                                                           
31 Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) 
32 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai  Hak Milik 
Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 1). 
33 Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. 
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Pembatasan wewenang lainnya adalah akta jual beli 

tanah tidak boleh dilakukan oleh PPAT yang bukan 

wilayah kerjanya. 

5. Tahapan Jual Beli Hak Atas Tanah 

Dengan dibuatnya akta jual beli tanah oleh ppat maka pada saat 

itu telah terkadi pemindahan hak atas tanah dari pemegang 

haknya sebagai penjual kepada pihak lain sebagai pembeli. 

Namun pemindahan hak tersebut hanyalah diketahui kedua belah 

pihak (penjual dan Pembeli), sementara pihak ketiga tidak 

mengetahui tentang adanya jual beli tersebut. Agar pihak ketiga 

mengetahuinya, maka jual beli tersebut harus didaftarkan ke 

Kantor Pertanahan setempat karena pendaftaran tanah 

mempunyai sifat terbuka.  

 Dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah (akta jual beli 

yang dibuat PPAT) ke Kantor Pertanahan terpenuhilah asas 

publisitas dalam pendaftaran tanah, yaitu setiap orang dapat 

mengetahui data fisik berupa letak, ukuran, batas-batas tanah, dan 

data yuridis berupa subjek hak, status hak dan pemindahan hak 

atas tanah yang bersangkutan ke Kantor Pertanahan. Tahapan 

peralihan hak atas tanah melalui transaksi jual beli dilakukan 

dalam tiga tahap yaitu persiapan jual beli, pembuatan akta jual beli 
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dan pendaftaran hak atau pendaftaran akta jual beli ke Kantor 

Pertanahan.  

1. Persiapan Pembuatan Akta Jual Beli 

Sebelum dilakukan jual beli tanah di hadapan PPAT ada 

beberapa persiapan yang dilakukan oleh kedua belah 

pihak (penjual dan Pembeli), persiapan ini dilakukan agar 

kelak jual beli tanah yang dilakukan oleh kedua belah 

pihak tidak melanggar peraturan perundang-undangan 

dan agar syarat materil dan formil dalam perjanjian jual 

beli tanah terpenuhi. Mengenai persiapan yang harus 

dilakukan sebelum pembuatan akte peralihan hak atas 

tanah melalui perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 97 

sampai 100 Peraaturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

BAdan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

 Sebelum melaksanakan pembuatan akta jual beli 

hak atas tanah, terlebih dahulu PPAT wajin melakukan 

peneriksaan ke Kantor Pertanahan setempat untuk 

mengetahui kesesuaian sertifikat hak atas tanah yang 

bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor 

Pertanahan dengan memperlihatkan sertifikat asli 
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kepada petugas Kantor Pertanahan. Pemeriksaan ini 

dilakukan agar tidak terjadi jual beli tanah terhadap 

sertifikat palsu atau sertifikaat ganda atau sertifikat asli 

tapi palsu. Hal ini untuk menghindari terjadinya penipuan 

dalam transaksi tanah dimana ternyata yang dijual bukan 

pemmilik yang  berhak. 

 Biasanya tidak semua transaksi jual beli tanah 

dapat dilakukan dalam artian oleh PPAT untuk dibuatkan 

aktanya. Dalam hal dan keadaan tertentu PPAT harus 

menolak pembuatan akta jual beli hak atas tanah jika 

terdapat alasan untuk itu. Menurut Pasal 39 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, PPAT 

berwenang menolak untuk membuat akta jual beli tanah 

apabila : 

a. Penjual tidak menyerahkan sertifikat asli hak atas 

tanah tersebut atau jika sertifikat yang diserahkan 

tidak sesuai dengan daftar yang ada di Kantor 

Pertanahan. Atau dengan perkataan lain sertifikat 

hak atas tanah diragukan keasliannya atau patut 

diduga sebagai sertifikat palsu atau aspal.  

b. Salah satu atau kedua belah pihak tidak berwenang 

melakukan jual beli tanah tersebut, misalnya hak atas 
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tanah yang hendak dijual bukan miliknya penjual. 

Atau jika saksi yang akan menandatangani akta 

PPAT tidak berhak dan tidak memenuhi syarat untuk 

bertindak dalam jual beli.  

c. Salah satu atau kedua belah pihak, terutama pihak 

penjual, bertindak atas dasar surat kuasa mutlak 

yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum 

pemindahan hak. Surat kuasa mutlak telah dilarang 

untuk digunakan sebagai dasar melakukan jual beli. 

Surat kuasa mutlak biasanya didalamnya terdapat 

ketentuan atau klausula tidak dapat dicabut kembali 

dan tidak dapat batal atau dibatalkan dengan alasan 

apapun, yang esensi sebenarnya dari surat kuasa 

tersebut adalah peralihan hak milik dari pemberi 

kuasa kepada penerima kuasa. 

d. Syarat adanya ijin untuk melakukan jual beli tidak 

dipenuhi padahal terdapat keharusan adanya ijin dari 

pejabat yang berwenang untuk mengalihkan hak atas 

tanah yang bersangkutan. 

e. Pembuatan akta jual beli tidak boleh dilakukan jika 

objek jual beli yang bersangkutan sedang dalam 

sengketa mengenai data fisik dan/atau data yuridis; 
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terutama jika sengketa tersebut telah masuk 

pengadilan sebagai akibat adanya gugatan dari pihak 

lain. 

f. Pembuatan akta jual beli tidak boleh dilakukan jika 

tidak dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan 

atau dilanggar larangan yang telah ditetapkan oleh 

undang-undang yang berlaku. 

2. Tahap Pembuatan dan Penandatanganan Akta Jual Beli. 

Setelah dilakukan persiapan pembuatan akta dan 

semuanya sudah memenuhi syarat dan ketentuan, maka 

kemudian dilakukan dengan pembuatan dan 

penandatanganan akta jual beli tanah oleh PPAT. Pembuatan 

akta jual beli tanah harus dihadiri oleh pihak yang melakukan 

perbuatan hukum (penjual dan pembeli) atau orang yang 

dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat kuasa 

bagi penjual harus dengan akta notaries atau surat kuasa 

otentik, sedangkan surat kuasa bagi pembeli boleh dibuat 

dengan akta dibawah tangan. 

3. Tahap Pendaftaran Akta Jual Beli Atas Tanah 

Setelah akta jual beli ditandatangani oleh pihak penjual 

dan pembeli, oleh PPAT dan para saksi, maka selanjutnya 
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PPAT wajib menyampaikan akta jual beli dan dokumen-

dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran 

peralihan hak atas tanah yang bersangkutan kepada Kantor 

Pertanahan dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak 

ditandatanganinya akta yang bersangkutan. 

4. Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah 

Setelah dilakukan pencatatan pemegang hak baru pada 

sertifikat hak atas tanah dimana sebelumnya dilakukan hal 

yang sama pada buku tanah dan daftar-daftara lainnya maka 

berarti sertifikat hak atas tanah telah selesai dibalik nama atau 

dicatat perubahan nama pemilik baru hak atas tanah yang 

bersangkutan. Kemudian sertifikat hak atas tanah yang telah 

diubah nama pemegang haknya dari pemegang hak lama 

sebagai penjual menjadi pemegang hak yang baru sebagai 

pembeli oleh Kepala Kantor diserahkan kepada pemohon 

pendaftaran pemindahan hak atas tanah kepada pembeli 

selaku pemegang hak baru atau kuasanya apabila pengurusan 

pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut dikuasakan 

kepada orang lain dengan menunjukkan surat kuasa 

penerimaan sertifikat. 
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C. Tinjauan Umum Tugas Dan Fungsi Camat Selaku PPATS  

Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang terkuat artinya 

selama tidak ada alat bukti lain yang menyatakan (membuktikan) 

ketidakbenarannya, maka keterangan yang ada dalam sertipikat harus 

dianggap benar dan tidak perlu alat bukti tambahan, sebagai alat bukti 

yang kuat, sertipikat mempunyai arti yang sangat kuat dan sebagai alat 

bukti yang memberi kepastian hukum bagi pemiliknya namun dalam 

masyarakat masih saja ditemukan tanah yang dikuasai masyarakat tetapi 

belum bersertipikat atau belum dilakukan pendaftaran tanah. 

 Kendala yang membuat masyarakat menguasai tanah namun tidak 

bersertipikat adalah karena (salah satunya) masih diterapkannya tanah 

yang dikuasai bila akan dialihkan haknya dilakukan peralihan melalui akte 

jual beli saja tetapi akte jual beli tersebut tidak ditindaklanjuti dengan 

melakukan pendaftaran hak di Kantor Badan Pertanahan Nasional, hal ini 

disebabkan karena masyarakat belum memahami arti penting 

pendaftaran atas tanah yang dikuasainya yang artinya masyarakat dalam 

melakukan transaksi jual beli masih sebatas transaksi yang hanya 

berdasarkan kwitansi tanda pembelian dan pelunasan transaksi masih 

dilakukan di bawah tangan atau transaksi tidak dilakukan dihadapan 

pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).34 

                                                           
34 Materi Workshop PPAT bagi Camat Oleh Abdul Muin Marsidi, SH, Notaris PPAT Kota Makassar. 
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 Atas dasar tersebut maka dibuat peraturan Pemerintah tentang 

Pendaftaran tanah dan peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat 

Akta Tanah, yang tugas pokok dan kewenangan PPAT yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

pasal 2 ayat 1 “ PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 

pendaftaran tanah dengan membuat akte sebagai bukti telah 

dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau 

Hak Milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi 

pendaftaran tanah, perubahan data, pendaftaran tanah yang diakibatkan 

oleh perbuatan hukum itu. 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 pasal 5 ayat 3 

huruf a”, untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT 

didaerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani 

golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, 

menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat sebagai PPAT Khusus, Camat 

atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta didaerah yang belum 

cukup terdapat PPAT sebagai PPAT sementara. 

1. Peran Camat Selaku PPAT 

a. Camat Selaku PPAT mempunyai peran menjadi Pejabat sementara   

dalam hal pembuatan akta tanah dengan daerah jabatan kecamatan 

dari wilayah karena jabatan, hal ini diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No.37 tahun 1998 Bab IV, Pasal 12 ayat 2 yang berbunyi 
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“ Daerah Kerja PPAT sementara dan PPAT Khusus meliputi Wilayah 

Kerjanya sebagai pejabat Pemerintah yang menjadi dasar 

penunjukannya.  

b. Selain sebagai PPAT, Camat juga menjadi Kepala Wilayah yang 

berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga camat dapat 

memahami dengan baik masyarakat dan wilayahnya, yang sehingga 

memudahkan camat dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPAT. 

c. Peran Camat selaku PPAT dalam pemindahan hak atas tanah, yaitu 

turut menandatangani Surat Keterangan mengenai tanah yang belum 

bersertipikat dan tugas-tugas lain dibidang agrarian yang terkait 

dengan jabatannya selaku kepala wilayah. 

2. Hak dan Kewajiban PPAT 

Hak dan kewajiban PPAT dimuat dalam Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional No. 1 tahun 2006 tentang ketentuan pelaksana 

Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998. 

1. Hak PPAT  

a. Cuti (pasal 36 huruf a dan pasal 44) 

Bagi PPAT camat dan Kepala Kantor Pertanahan yang 

menjalankan cuti dilarang membuat akte PPAT 

- Akte yang dibuat PPAT, Camat atau Kepala Kantor Pertanahan 

yang sedang menjalankan cuti tidak dapat dijadikan dasar 

pendaftaran tanah. 
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- Apabila larangan mengenai pembuatan akte oleh pejabat yang 

sedang menjalankan cuti sebagai dimaksud dilanggar maka 

segala akibat hukumnya menjadi tanggung jawab pribadi dari 

pembuat akta yang bersangkutan. 

b. Memperoleh uang jasa (honorarium) dari pembuatan akta 

sesuai  

     Pasal 32 PP No. 37 tahun 1998. 

- Uang jasa (honorarium) PPAT, PPAT sementara, termasuk uang 

jasa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi 1 % (satu persen) 

dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta. 

- PPAT dan PPAT sementara wajib memberikan jasa tanpa 

memungut biaya kepada seseorang yang tidak mampu. 

- Di dalam melaksanakan tugasnya, PPAT dan PPAT sementara  

dilarang melakukan pungutan ketentuan sebagaimana dimaksud 

di atas.  

c. Memperoleh informasi serta perkembangan peraturan 

perundang-undangan pertanahan, (psal 36 huruf c). 

d. Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri 

sebelun ditetapkannya keputusan pemberhentian sebagai 

PPAT  (pasal 36 ayat d). 

2. Kewajiban PPAT sesuai pasal 45 No. 1 tahun 2006 tentang 

ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 tahun 1998. 
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Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengikuti pelantikan dan 

pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT, Menyampaikan 

laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kepala 

Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor 

Pelayanan PBB setempat paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. 

Menyerahkan protocol PPAT dalam hal : 

a. PPAT yang berhenti menjabat sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 di daerah kerjanya atau kepada 

Kepala Kantor Pertanahan. 

b. PPAT sementara yang berhenti sebagai PPAT sementara 

kepada PPAT sementara yang menggantikannya atau kepada 

Kepala Kantor Pertanahan 

Membebaskan uang jasa kepada orang yang tidak mampu, yang 

dibuktikan secara sah. 

3. Beberapa petunjuk Pelaksanaan Yang Perlu Diperhatikan Oleh 

PPAT  

1. Sebelum membuat akta peralihan atau pembebanan hak atas 

tanah, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pengecekan 

pada Kantor Pertanahan dengan memperlihatkan Sertipikat 

Asli atau bagi tanah milik yang belum bersertipikat terlebih 
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dahulu perlu dilakukan pengukuran oleh petugas dari Kantor 

Pertanahan setempat (psal 97 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 3 

Tahun 1997) 

2. Sebelum melakukan pembuatan Akta Peralihan Hak Atas 

Tanah karena jual beli, PPAT wajib mempersyaratkan kepada 

pihak penjual untuk membayar pajak penghasilan (sesuai 

peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang 

perubahan Ketiga peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 

tentang pph atas penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan) dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan kepada Pihak Pembeli (sesuai undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah) Khusus BPHTB, wajib pajak tidak kena pajak, tetap 

membuat SSB Nihil. 

3. PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen 

lain yang diperoleh untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah 

kepada Kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 

kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan (pasal 

103 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997), dengan 

asumsi bahwa PPAT dilarang membuat akta di atas akta 

sebelum akta pertama di daftarkan peralihannya/disertipikatkan 

pada Kantor Pertanahan setempat; 
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4. Untuk peralihan hak atas tanah yang statusnya tanah Negara 

(dikuasai) dengan dasar bukti penguasaan berupa SPPT PBB 

atau P2 tidak dapat dibuatkan akta sesuai ketentuan pasal 95 

PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997, tetapi cukup dengan surat 

permufakatan jual beli/pengoporan Hak Garapan bermaterai, 

yang disaksikan oleh Pemerintah setempat; 

5. PPAT wajib membuat dan menyampaikan laporan bulanan 

mengenai akta yang dibuatnya (walaupun nihil) kepada Kepala 

Kantor Pertanahan dan Kantor Pelayanan PBB selambat-

lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya. 

Apabila PPAT lalai dapat kena sanksi administrasi dan/atau 

denda berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah. 

6. Pendaftaran hapusnya Hak Tanggungan (Roya) dilakukan 

terlebih dahulu baru kemudian PPAT dapat melaksanakan 

pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan 

Akta Peralihan Hak Atas Tanah, untuk selanjutnya 

menyerahkan kepada Kantor Pertanahan bersama dokumen 

lain yang diperoleh untuk Pendaftaran Hak Tanggungan dan 

peralihan haknya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 

setelah penandatanganan akta tersebut; 
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7. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dilakukan terlebih 

dahulu baru kemudian PPAT dapat melaksanakan pembuatan 

akta peralihan hak atas tanah, untuk selanjutnya menyerahkan 

kepada Kantor Pertanahan bersama dokumen lainnya yang 

diperoleh untuk pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah 

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditanda tangani 

aktanya; 

D. Teori – Teori 

1. Teori Pertanggungjawaban 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pertanggungjawaban berasal 

dari  kata majemuk "tanggung jawab" yang berarti keadaan wajib 

menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan 

dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain. Tanggung 

jawab dipahami pula sebagai sikap, tindakan dan perilaku.35  

Bentuk dasar, kata "tanggung jawab" mendapat imbuhan awalan 

"per" dan akhiran "an" menjadi "pertanggungjawaban" yang berarti 

perbuatan bertanggung jawab atau sesuatu yang 

dipertanggungjawabkan.36  

 Dalam Kamus hukum Blacklaw Dictionary ada 2 (dua) konsep 

yang menunjuk kepada pertanggungjawaban menyebutnya dengan 

                                                           
35 Hasan Alwi. 2001,  Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Balai Pustaka: Jakarta. Hal 1139. 
36 

Ibid. 
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istilah liability dan responsibility.  Liability merupakan istilah hukum yang 

luas yang antara lain mengandung makna suatu kondisi tunduk pada 

kewajiban secara faktual seperti kerugian, ancaman, biaya, beban, 

kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang 

dengan segera atau pada masa yang akan datang. Istilah responsibility 

yaitu hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban    

dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan   

serta kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang 

diperselisihkan. 

Dalam kamus Fockema Andrea37 terdapat 2 (dua) konsep 

tanggung jawab yaitu aansprakelijk berarti bertanggung jawab, terikat, 

tanggung gugat menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu 

perbuatan dan verantwoordelijk adalah dapat dituntut ganti rugi atas 

kerugian yang ditimbulkan dan atas kesalahan yang dilakukan. 

Ensiklopedia Administrasi yang mendefinisikan responsibility sebagai 

keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah 

diwajibkan kepadanya.38  

Dalam kaitan dengan pertanggungjawaban ini, Frans Magnis 

Suseno39 mengemukakan pandangannya bahwa bagaimanapun 

                                                           
37

 N. E. Elgra. et al. Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia. Bina Cipta: Jakarta.  Hal. 607 dan 
608.  
38

 Dalam Sutarto. 2007, Encyclopedia Administrasi. Jakarta.
 
Hal.

 
291. 

39
 Franz Magnis Suseno. 1985, Etika, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Kanisius: Yogyakarta. Hal. 41. 
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besarnya kekuasaan seseorang, ia selalu dihadapkan dengan tuntutan 

untuk mempertanggungjawabkannya dan apabila pertanggungjawaban 

itu tidak diberikan maka kekuasaan itu tidak lagi dianggap sah. 

Kebebasan eksistensial tidak berarti bahwa kita bisa memutuskan apa 

saja dengan seenaknya. Bahwa kita diberi kebebasan sosial oleh 

masyarakat berarti bahwa kita dibebani tanggung jawab untuk mengisi 

ruang kebebasan itu secara bermakna. Mempertanggungjawabkan 

sesuatu berarti kita dapat menunjukkan bahwa sesuatu itu memadai 

dengan norma yang harus diterapkan padanya. Jadi 

pertanggungjawaban hanyalah mungkin kalau ada norma-norma yang 

menetapkan bagaimana keadaan yang seharusnya.  

Pengertian pertanggungjawaban memiliki 2 (dua) aspek yaitu:40 

a. Aspek internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan 

dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan 

oleh pimpinan dalam suatu instansi. 

b. Aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak 

ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada 

pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat 

atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas 

tindakan jabatan yang diperbuat. 

                                                           
40 Soewoto Mulyosudarmo. Tinjauan Yuridis Terhadap Kekusaan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Makalah 
disampaikan dalam Forum Workshop tentang Revitalisasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Madiun, 18-19 April 
2000. 
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Roscoe Pound termasuk salah satu pakar yang banyak 

menyumbangkan gagasannya tentang timbulnya pertanggungjawaban. 

Melalui pendekatan analisis kritisnya, Pound meyakini bahwa timbulnya 

pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang 

ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Pound melihat lahirnya 

pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh 

suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan.41  

Menurut Kranenburg dan Vegting, ada 2 (dua) teori 

pertanggungjawaban yaitu:42 

1. Fautes personalles yaitu, segala kerugian yang diderita warga 

masyarakat serta ditimbulkan oleh seorang pejabat TUN, menjadi 

tanggungjawab pribadinya. 

2. Fautes de services yaitu, segala kerugian yang timbul akibat 

perbuatan pejabat di bidang administrasi, menjadi tanggungjawab 

negara atau instansinya. 

 Pertanggungjawaban merupakan salah satu bagian yang tidak 

terpisahkan dari sebuah jabatan dan kewenangan. H.D Van Wijk/Willem 

Konijnenbelt43 mengemukakan bahwa di dalam hukum mengenai badan 

hukum terdapat perbedaan antara badan hukum dan organ-organnya. 

                                                           
41 Roscoe Pound. Ibid. Hal. 90. 
42 Ridwan HR.  2006, Op cit. Hal. 338. 
43 Indroharto. 1993, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku 1. Sinar Harapan: Jakarta. 
Hal. 65-66. 
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Badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan (harta kekayaan). 

Badan hukum melakukan perbuatan melalui organ-organnya, yang 

mewakilinya. Perbedaan antara badan hukum dengan organ berjalan 

paralel dengan perbedaan antara badan hukum (openbaar lichaam) 

dengan organ pemerintahan.  

Beberapa ciri atau karakteristik yang terdapat pada jabatan atau 

organ pemerintahan yaitu sebagai berikut:44 

a. Organ pemerintahan menjalankan wewenang atas nama dan 

tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian modern, diletakkan 

sebagai pertanggungjawaban politik dan kepegawaian atau 

tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan hakim. Organ 

pemerintah adalah pemikul kewajiban tanggung jawab. 

b. Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan 

mempertahankan norma hukum administrasi, organ pemerintahan 

dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, 

yaitu dalam hal ada keberatan, banding, atau perlawanan. 

c. Di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat 

tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat. 

d. Pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan 

sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan 

                                                           
44 P. Nicolai et al.  Dalam ibid. 
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hukum menurut hukum privat dengan harta kekayaannya. Jabatan 

bupati atau walikota adalah organ-organ dari badan hukum 

kabupaten/kota. Berdasarkan aturan hukum, badan umum inilah 

yang memiliki harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya. 

e. Jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau 

diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan 

tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan hanyalah fiksi, yang 

perbuatan hukumnya dilakukan melalui perwakilan yaitu pejabat. 

Pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan. Oleh karena 

diwakili pejabat, jabatan itu berjalan. Pihak yang menjalankan hak 

dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan 

bertindak dengan perantaraan pejabatnya. 

f. Kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan harus 

dijalankan oleh manusia. Tenaga dan pikiran organ pemerintahan 

adalah tenaga dan pikiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan 

fungsi organ tersebut, yaitu para pejabat. Berdasarkan ketentuan 

hukum, pejabat hanya menjalankan tugas dan wewenang, karena 

pejabat tidak memiliki wewenang. Pihak yang memiliki dan dilekati 

wewenang adalah jabatan.   

Jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang 

untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, 

tidak perduli dengan pergantian pejabat. Jabatan merupakan pengertian 
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yuridis dari fungsi sedangkan fungsi merupakan pengertian yang 

bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi yang 

terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lainnya 

maupun dalam keseluruhannya, maka dalam pengertian yuridis, negara 

merupakan organisasi jabatan. Dalam hal jabatan terdapat beberapa hal 

yang melekatinya yaitu susunan dari jabatan, penunjukan pejabat, tugas 

dan kewajiban yang melekat pada kewajiban, kekuasaan dan 

wewenang yang melekat pada jabatan, batas dan wewenang dari 

sebuah jabatan, hubungan antar jabatan, pergantian jabatan dan 

hubungan antara jabatan dan pemegang jabatan.45 

2. Teori Perlindungan Hukum 

1. Definisi Perlindungan Hukum  

Konsep perlindungan hukum tidak bisa dilepaskan dari 

konsep negara hukum karena perlindungan hukum merupakan 

salah satu ciri dari sebuah negara hukum. Negara hukum 

Indonesia merupakan konsep yang menggabungkan antara 

negara hukum rechtsstaat dan The Rule of Law. Paham 

rechtsstaat pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa 

Kontinental. Ide tentang rechtsstaat mulai popular pada abad ke 

XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominir oleh 

                                                           
45 Logemann dalam Jimly Asshiddiqie. 2006, Pengantar Hukum Tata Negara. Konstitusi Press: Jakarta. Hal. 39. 
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absolutisme raja.46  Paham The Rule of Law mulai dikenal setelah 

Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya 

Introduction to Study of The Law of The Constitution. Paham The 

Rule of Law bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau 

Common Law System.47 

Rechtsstaat adalah istilah bahasa Belanda yang punya 

pengertian yang sejajar dengan pengertian The Rule of Law di 

negara-negara sistem Anglo Saxon. Dalam bahasa Indonesia 

sering disebut sebagai “Negara Hukum”, atau yang dalam bahasa 

Jerman disebut juga dengan istilah rechtsstaat, dalam bahasa 

Perancis disebut dengan etat de droif, sedangkan dalam bahasa 

Italia disebut dengan stato di diritto. Dalam konsep negara hukum 

versi Eropa Kontinental ini, prinsip supremasi hukum (supremacy 

of law) merupakan inti utamanya.48 

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah “Negara Hukum” 

(rechtsstaat) dirumuskan sebagai berikut:49 

Negara hukum (bahasa Belanda: rechtsstaat) adalah negara yang 
bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata 
tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada 
rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan 
terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. 

                                                           
46 Padmo Wahjono, 1989, Pembangunan Hukum di Indonesia. Ind-Hill Co: Jakarta. Hal. 30. Lihat pula Philipus M. Hadjon, 1972, 
Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam 
Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu: Surabaya. 
47 Padmo Wahjono. Ibid. Hal. 45. 
48 Ibid. Hal. 2. 
49 Ensiklopedia Indonesia, N,V,W, Van Hoeve dalam Mukhtie Fajar. Tipe Negara Hukum. Persada Buana: Jakarta. Hal. 1. 
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Negara hukum dalam pandangan Munir Fuady50 adalah 

suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang 

berlaku, yang berkeadilan dan yang tersusun dalam suatu 

konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang 

diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum 

yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama 

dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar 

pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna 

kulit, ras, gender, agama, daerah, suku dan kepercayaan, dan 

kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip 

distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak 

sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, 

karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan 

peranannya secara demokratis. 

 M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim51  mengemukakan bahwa 

negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang 

menjamin keadilan kepada warga negaranya. Kemudian Sudargo 

Gautama sebagaimana dikutip oleh Budiyanto52 berpendapat 

bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan 

                                                           
50 Munir Fuady, 2009, Negara Hukum dan Demokrasi. Kencana Prenada Group: Jakarta. Hal. 3. 
51 M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Universitas Indonesia Press: Jakarta. Hal. 
153. 
52 Budiyanto, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara, Erlangga: Jakarta. Hal. 50. 
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kekuasaan negara terhadap perseorangan, sehingga sebuah 

negara tidak maha kuasa dan tidak dapat bertindak sewenang-

wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi 

oleh hukum. 

Konsep The Rule of Law tidak membedakan kedudukan 

antara pejabat negara dengan rakyatnya dalam arti baik rakyat 

maupun pejabat pemerintah apabila melakukan pelanggaran 

hukum sama-sama diselesaikan melalui peradilan biasa/umum. 

Dengan demikian, putusan hakim mendapatkan tempat terhormat 

sebagai jaminan tertinggi dalam melindungi hak warga negara 

dalam segala hal yang muncul dari hukum.53  

A.V. Dicey menyatakan bahwa The Rule of Law terbagi ke 

dalam 3 (tiga) unsur pokok sebagai berikut:54 

a) Supremacy of the law, yaitu hukum memiliki kedudukan yang 

paling tinggi (kedaulatan hukum), baik penguasa maupun 

rakyat harus tunduk pada hukum. Ciri khas supremacy of the 

law adalah hukum berkuasa penuh terhadap negara dan 

rakyat, negara tidak dapat disalahkan, yang salah adalah 

pejabat negara, hukum tidak dapat diganggu-gugat, kecuali 

oleh supremacy of court atau Mahkamah Agung.  

                                                           
53 Dalam Ibid. Hal. 51 
54 A.V.Dicey dalam Muhammad Tahir Azhari, 1992, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Pronsip-Prinsipnya dilihat dari Segi 
Hukum Islam. Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Bulan Bintang: Jakarta. Hal. 67. 
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b) Equality before the law, yaitu semua warga negara memiliki 

kedudukan yang sama di hadapan hukum. 

c) Constitution based on human rights, yaitu adanya jaminan hak-

hak asasi warga negara di dalam konstitusi. 

E. Julius Stahl mengemukakan pula unsur dari negara hukum 

sebagai berikut:55 

a) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; 

b) Negara didasarkan pada ajaran Trias Politica (Paham 

Pemisahan Kekuasaan); 

c) Pemerintah diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau 

undang-undang; 

d) Adanya perlindungan administrasi negara, yang bertugas 

menangani pelanggaran hukum oleh pemerintah sehingga 

dalam hal ini kedudukan antara pejabat pemerintah dengan 

rakyat dibedakan dalam penyelesaian hukumnya di 

pengadilan. Pelanggaran hukum oleh rakyat diselesaikan di 

peradilan umum sedangkan pelanggaran hukum oleh pejabat 

pemerintah diselesaikan di peradilan administrasi. 

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi hukum. 

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok 

hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, 

                                                           
55 Ibid. 
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menciptakan keseimbangan dan ketertiban sehingga kepentingan 

manusia akan terlindungi. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, 

hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perseorangan 

dalam masyarakat dan membagi wewenang serta mengatur cara 

memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian 

hukum.56 

 Philipus M. Hadjon57 mengemukakan bahwa perlindungan 

hukum adalah segala sesuatu yang memungkinkan seseorang 

dapat melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya yang 

ditentukan oleh hukum. Philipus M. Hadjon58, mengemukakan  

bahwa  ada  2  (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat 

yaitu: 

1. Perlindungan hukum yang preventif 

Dalam perlindungan hukum yang preventif, rakyat diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya 

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 

definitif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya 

sengketa.  

2. Perlindungan hukum yang represif 

                                                           
56 Algra dalam Samun Ismaya, 2011, Pengantar Hukum Agraria. Graha Ilmu: Jakarta. Hal. 2. 
57 Philipus M. Hadjon, Op cit, 1987, Hal. 2. 
58 Ibid.  
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Dalam perlindungan hukum yang represif, rakyat diberikan 

kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari 

suatu keputusan pemerintah yang definitif, dalam artian bahwa 

perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah. 

Satjipto Rahardjo59 mengemukakan bahwa perlindungan 

hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang 

dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk 

bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Selanjutnya 

dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus 

merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan 

(pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan 

hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam 

bentuk adanya kepastian hukum. 

 

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 

a. Hukum Administrasi 

Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya terutama 

yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat baik 

kepentingan individu maupun kelompok dan atau golongan, 

tidak selalu berjalan diatas rel-rel hukum yang ada, tidak 

seluruhnya berjalan secara demokratis. Luasnya wewenang 

                                                           
59 Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Kompas: Jakarta. Hal. 121. 
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pemerintah tersebut sangat potensial menimbulkan tindakan-

tindakan (hukum dan non hukum) yang merugikan dan atau 

melanggar kepentingan warga masyarakat, melanggar hak-

hak warga masyarakat baik yang bersifat melawan hukum  

maupun yang melanggar asas-asas umum pemerintahan 

yang baik (algemene beginselen van behoorlijke bestuur). 

Tindakan-tindakan inilah yang kemudian melahirkan bentuk 

perlindungan hukum administrasi.60 

Hukum administrasi tidak semata-mata hanya berfungsi 

untuk mengatasi kebebasan pemerintah dalam bertindak dan 

melaksanakan fungsinya, tetapi juga melalui sarana hukum 

administrasi negara, pemerintah mempunyai wewenang 

untuk meletakkan berbagai kewajiban-kewajiban kepada 

rakyat yang harus ditaatinya.61 

Bentuk pertanggungjawaban administrasi dilakukan 

melalui proses Peradilan Tata Usaha Negara di mana 

pertanggungjawaban tersebut menyebabkan batalnya suatu 

tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan undang-

undang/sewenang-wenang. 

                                                           
60 Setiyono, 2002, Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana 

Indonesia, Averroes Press: Jakarta. Hal. 54. 

61 Ibid.  
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b. Hukum Perdata  

Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada 

orang lain yang dilakukan karena kesalahan disebut sebagai 

“kesalahan perdata”. Kesalahan perdata menimbulkan 

pertanggungjawaban perdata (Civil Liability). Dihubungkan 

dengan perbuatan pidana, kesalahan perdata dan perbuatan 

pidana menurut Abdul Kadir Muhammad terdapat tumpang 

tindih yang besar. Jika perbuatan pidana merugikan korban, 

biasanya perbuatan tersebut akan menjadi kesalahan 

perdata juga sehingga membuat pelanggaran itu diusut baik 

secara pidana maupun secara perdata. Ada beberapa unsur 

kesalahan perdata menurut Abdul Kadir Muhammad62 yaitu: 

1. Pelanggaran Hak 

Hukum mengakui hak-hak tertentu baik mengenai hak 

pribadi maupun hak kebendaan dan akan melindunginya 

dengan memaksa pihak yang melanggar untuk 

membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar 

haknya. 

 

 
                                                           
62 Abdul Kadir Muhammad, 1986, Hukum Perjanjian. Alumni: Bandung. Hal. 197. 
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2. Unsur Kesalahan 

Pertanggungjawaban dalam kesalahan perdata biasanya 

memerlukan suatu unsur kesalahan atau kesengajaan 

pada pihak yang melakukan pelanggaran, walaupun 

tingkat kesengajaan yang diperlukan biasanya kecil. 

3. Kerugian yang diderita 

Unsur yang esensial dari kesalahan perdata pada 

umumnya adalah adanya kerugian yang diderita akibat 

sebuah perbuatan meskipun kerugian dan kesalahan 

perdata tidak selalu jalan berbarengan karena masih ada 

kesalahan perdata dimana apabila perbuatan salah dari 

seseorang digugat maka si tergugat sendiri yang harus 

membuktikan kerugian yang dideritanya. 

Bentuk kesalahan perdata menurut Abdul Kadir 

Muhammad63 antara  lain: 

1. Kesalahan perdata terhadap orang, misalnya pemukulan. 

2. Kesalahan perdata terhadap tanah misalnya gangguan 

langsung terhadap tanah milik orang lain. 

                                                           
63 Ibid.  
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3. Kesalahan perdata terhadap barang misalnya gangguan 

terhadap barang orang lain secara langsung, tidak sah 

dan fisik. 

4. Kesalahan terhadap nama baik (martabat), misalnya 

pencemaran nama baik. 

Kesalahan dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek 

(selanjutnya disingkat BW) mengandung semua gradasi  dari 

kesalahan dalam arti “sengaja” sampai pada kesalahan 

dalam arti “tidak  sengaja” (lalai).64 

c. Hukum Pidana  

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban 

hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). 

Seseorang secara hukum dikatakan bertanggungjawab untuk 

suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan 

suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. 

Normalnya dalam kasus, sanksi dikenakan karena 

perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus 

bertanggungjawab.65 Hukum pidana adalah bagian daripada 

                                                           
64 J. Satrio, 1993, Hukum Perikatan. Perikatan yang Lahir dari Undang-undang. Citra Aditya Bhakti : Bandung. Hal. 248. 
65 Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie, M.Ali Syafaat,  2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekjend Mahkmaah Konstitusi: 
Jakarta. Hal. 65. 



 

86 
 

keseluruhan hukum yang  berlaku di suatu negara, yang 

mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:66 

a) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau 

sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa 

melanggar larangan tersebut. 

b) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada 

mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu 

dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang 

telah diancamkan. 

c) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana 

itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka 

telah melanggar larangan tersebut. 

Penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai 

perbuatan pidana, dianut asas yang dinamakan asas 

legalitas (principle of legality), yakni asas yang menentukan 

bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai 

demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat 1 

KUHP) atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang 

                                                           
66 Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta: Jakarta. Hal. 1. Di dalam hukum pidana terdapat dua unsur pokok 

yaitu norma dan sanksi yang diancamkan kepada yang melanggar norma tersebut, sehingga apabila norma-norma dengan 

sanksi-sanksi maka, itu merupakan suatu peraturan hukum pidana. Dengan demikian yang membedakan hukum pidana 

dengan bidang hukum lain adalah sanksi berupa pidana. 
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telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 14 ayat 2 

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950) sebelum 

orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya. 

Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan 

pidana akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang 

yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. 

Sebab untuk memidana seseorang di samping melakukan 

perbuatan yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi: "tidak 

dipidana jika tak ada kesalahan".67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Ibid.  
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E.  KERANGKA PIKIR 

 

 
JUAL BELI HAK ATAS TANAH 

YANG DIBUAT OLEH CAMAT SEBAGAI PPATS 

                            DARI AKTA KE AKTA TANPA PENDAFTARAN 

                    

 

 

 

 

 

Implikasi Hukum Terhadap Pelaksanaan        Perlindungan Hukum Bagi Pembeli 

Jual Beli HaT dari Akta ke Akta        1.- Preventif  

- Pelaksanaan Jual Beli Hak Atasa Tanah          - Represif           

- Prosedur Pembuatan AJB                              2. Pertanggung jawaban Administrasi 

- Pendaftaran Hak Atas Tanah 

   
 

 

 

 

                                                                   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaminan Kepastian Hukum 

dan Perlindungan Hukum 

terhadap Hak Atas Tanah  
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F. DEFINISI OPERASIONAL 

 

1. Aspek hukum pelaksanaan jual beli hak atas tanah yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah melihat bagaimana pelaksanaan jual beli hak atas 

tanah dengan melihat berbagai dari segi hukum jual beli 

2. Camat/PPATS yang dimaksud adalah Pejabat yang juga berwenang 

membuat akta jual beli  

3. Akta ke Akta tanpa pendaftaran yang dimaksud adalah pelaksanaan jual 

beli melalui Akta tanpa didaftarkan kemudian dijual kembali kepada pihak 

lain. 

4. Dapat dibatalkan yang dimaksud bahwa apabila jual beli tidak memenuhi 

syarat Formil maka dapat dibatalkan  

5. Batal Demi Hukum yang dimaksud adalah apabila jual beli tidak memnuhi 

syarat materil maka menjadi batal demi hukum 

6. Preventif yang dimaksud adalah bentuk pencegahan yang dilakukan 

sebelum dan sesudah melakukan transaksi jual beli hak atas tanah untuk 

melindungi pembeli yang beritikad baik. 

7. Represif yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan apabila ternyata 

syarat formil dan syarat materil tidak terpenuhi sehingga dapat 

mengakibatkan kerugian kepada pihak pembeli. 

 

 


